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KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il KEBUME
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W PEXATUKAN DAExAH KABUPATEN DAE«AH TINGKAT II
KEBUMEN
NOMO& 18 TAHUN 1993
. ' TENTANG
HETHTBUST USAHA «ERKEASI DAN HIBUAAN UMUM

DENGAN AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

llenimbang : ae bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Pro
pinsi Daerah T:Lngkat I Jawa Tengah No-
mor 7 Tahun 1984 tanggal 3 Mei 1984 te
lah diserahkan sebagian Urusan Pemerin
. teh Propinsi Daersh Tingkat I Jawa Te-
ngah dalam Bidang Kepariwisataan kepa~
da Daerah Tingkat II yang pelaksanaan
penyerahannya untuk Pemerintah Daersh
Tingkat II Kebumen telah dilaksanaksn
pada tanggal 17 Nopember 1986 3

b, .'Ga.hwa: 0es 0eeesii
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bahwa sebagai tindak lanjut dari Peratur
an Daerah Propimsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dimaksud, telah ditetapkan Kepu -
tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -
Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tanggal 8
Agustus 1987 tentang Pedoman Peraturan -
Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Daerash -
Tingkat II se Jawa Tengah ;

behwa atas dasar hal-hal tersebut di a~-
tas dan untuk memb:l.na, mengatur, mengawa"
si dan mengendalikan Retribusi Usgha Re-
kreasi Dan Hiburan Umum, make dipandang-
perlu menetapkan Peraturan Daersh Kabupa
ten Daerah Tingkat II Kebumen yang menga
tur Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum ;

Undang=-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten -
tang Pembentukan Daerah-Daeraeh Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 -
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerash;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Kesehatan ;

S5e Undangb-....;o
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Undang-Undang Nomor 9 Tzhun 1990 tanggal 18
Oktober 1990 tentang Kepariwisataan ;

Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Teleko-
munikasi Nomor Km 70/PW.105/MPPT/85 tanggal-
30 Agustus 1985 tentang Peraturan Ussha Re -
kreasi dan Hiburan Umum ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 5 Sep
tember 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urus
an Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I da -
lam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Ting
kat II j '

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tanggal 12 Ma~
ret 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pera -
turan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-
Tengeh Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerash -
Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwi-
sataan kepada Daerah Tingkat II ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tanggal 18 -
Agustus 1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat-
IT se Jawa Tengah ;

10. Peraturan. XX



10, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 tang-
gal 17 Oktober 1987 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen ;

. 11+ Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 tang-
gal 25 Juli 1989 tentang Pemberian Ijin
Tempat Ussha ;

124 Peraturan Daerah Kabupaten Daecrah Ting
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tang-
gal 25 Juli 1989 tentang Penyidik Pega~
wai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin-
tah Daerah Tingkat II Kebumen ;

13e Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1990 tang-
gal 15 Nopember 1990 tentang Bangunan -
di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

Dengan Persetujuan Dewan Perwekilan Rakyat Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Kebumen,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATUKAN DAE«AH KABUPATEN DAE&AH TINGKAT -

II KEBUMEN TENTANG iETuIBUSI USAHA REKKEAST
DAN HIBULAN UMUM.

BA.B I..........-.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan @

ae Bupati Kepala Daerah adslah Bupati Kepala Dae-
V) rah Tingkat II Kebumen ;

b, Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabu-
paten Daerah Tingkat Il Kebumen ;

c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalsh setiap-

 uszha komersial yang ruang lingkup keglatannya

dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rokhani
dan jasmani ; '

de Pengussha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah =
orang atau Badan Hukum yang memiliki Usgha Re-
kreasi dan Hiburan Umum ;

e, Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ada -
'S 1sh orang yang sehari-hari memimpin dan ber -
tanggung-jawab atas pengusahaan Ussha Rekreasi

dan Hiburan Umum ;

f, Akomodasi adalah suatu wahana untuk menyedia -
kan jasa penginapan yang dilengkapi dengan Jja~
sa lainnya 3

Ze Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang di
berikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II-

Kebumen eseesccccce




Kebumen kepada Badan Usaha atau Usaha Perorang
an untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hi
buran Unum di lokasi tertentu ;

he Ijin Ussha adalah ijin yang diberikan oleh Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen wntuk me
ngusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Unum,

Pasal 2

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebggaimana
dimaksud Pasal 1 butir c adalah :

ae. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyedi
akan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk
memberikan kesegaran Jasmani dan rokhani yang
mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebu-
dayaan sebagaimana usaha pokok di suatu kawas—
an tertentu dan dapat dilengkapi dengan penye-
diaan jasa pelayanan makan dam minum serta ako
modasi ;

be Gelanggang Renang adalah suatu ussha yang me =
nyediakan tempat dan fasilitas untuk berenangsy
taman dan arena bermain anak-anak sebagai usa-
ha pokok dan dapat dilenglkapi dengan penyedia~
an jasa pelayanan maekan dam minum ;

ce Kolam memgncing adalah suatu usaha yang menye-"
diekan tempat dan fasilitas untuk memancing -

ikan secseconq
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ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengka-~
pi dengan penyediaan jasa pelayanan makan -
dan minum ;

Gelanggang Permainan dan ¥etangkasan adalah-
suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasi
litas untuk permainan ketangkasan dan atau -
mesin permainan sebagai usaha pokok dan da -
pat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelaya
nan makan dan minum ;

Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menye
disken tempat dan fasilitas untuk permainan-
billiard sebagai usaha pokok dan dapat di-
lengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan ma
kan dan minum ; -

Bioskop adalah suatu ussha yang menyediskan-
tempat dan fasilitas untuk memutar film seba
gai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan-
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

Sarana dan fasilitas Olah Raga adalah suagtu-
usaha yang menyediakan peralatan atau per -
lengkapan untuk berolah raga atau ketangkas-
an baik di darat, air dan udara ;

h. Balai...“...‘.



he Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas untuk menye
lenggarakan pertemuan rapat:; pesta atau per-—
tun jukan sebagai usaha pokok dan dapat di =
lengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan ma
kan dan minum

‘ ie Barber Shop adalah setiap tempat usaha komer
sigl yang ruang lingkup kegiatannya menyedia
kan jasa pelayanan memotong atau menata dan
merias rambut ; '

Je Salon Rias adalah setiap usasha komersial -

" yang ruang lingkup kegiatannya menyediskan -
tempat dan fasilitas untuk memotongf', mengta~
dan atal merawat rambut, merias wajah serta~
merawat kulit dengan jenis kosmetika serta - g
merias untuk keperluan adat ;

ke Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre
adalah suatu usaha yang menyediakan tempat -
o dan berbagai fasilitas untuk melskuken kegia
tan latihan kesegaran jasmani atau terapi se
bagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

le Padang Golf adalah suatu ussha yang menyedia
kan tempat dan fasilitas olah raga golf 4i -
suatu kawasan tertentu sebagai ussha pokok -

dﬂn..ocooooo.




den dapat dilengkapi dengan penyediaan jase~
pelayanan mekan dan minum serta akomodasie

BAB 11
BENTUK USAHA PENGELOLAAN DAN PERMODALAN
Pasal 3
‘ (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh

modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indone -
sia dapat berbentuk Badan Usaha atau Uszha -
Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang
Undangan yang berlakue

(2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modal -
nya patungan antara Warga Negara Indonesia -
dan Warga Negara Asing, bentuk usshanya ha -
rus Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 4

. (1) Pengusshaan Ussha Rekreasi dan Hiburan Umum-
pada dasarnya adalah penyediaan tempat dan
fasilitas rekreasi dan hiburan serta dapat -
dilengkapi dengan penyedlaan Jjasa pelayanan—
mekan dgn minum,

(2) Persyaratan Tehnis yang harus dipenuhi seti-
ap Jjenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum se-
bagaimana dimeksud Pasal 2 Peraturan Dacrah-

ini Gosed0000 0




ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah se-
suai ketentuan yang berlaku,

Pasal 5

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempu -

nyai kewajiban :

e

be

Ce

de

Memberikan perlindungan terhadap pengunjung -
Rekreasi dan Hiburan Umum j;

Mencegah penggunaan tempat Usaha Rekreasi dan
Hiburan Unum untuk penyediaan perjudian: kegi
atan-kegiatan yang dapat mengganggu kesgmanan-
dan ketertiban umum serta melanggar kesusila-
an j

Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi-
hygiene, keindshan dan kebersihan dalam dan -
lingkungan tempat kegiatan sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku ;

Memenuhi ketentuan perjanjian kerja; kesela -
matan kerja dan jaminan sosial bagl karyawan
sesuali dengan peraturan perundang-undangan ;

Meningkatkan pengetahuan den keterampilan kar
yawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada pengun -
Jung ;

fe Mengirimkaneeees
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Mengirimkan laporan jumlah pengunjung dan per
kembangan usahanya kepada Bupati Kepala Dae -
rah secara periodik,

BAB III
PERIJINAN

Pasal 6

Untuk mendirikan atau memperluas Ussha Rekre
asi dan Hiburan Umum wajib memiliki Persetu-~
juan Prinsip,

Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum wajib mempunyai Ijin Usahae

Persetujuan Prinsip dan Ijin Ussha Rekreasi-
dan Hiburan Umum tidak dapat dipindah tangan
kane

Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha bagi Usa~
ha Rekreasi dan Hiburan Umum hanya depat di-
berikan kepada Warga Negara Indonesia dan Ba
dan Hukum/Baden Usaha Indonesiae

Apabila di dalam mengusahskan Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum tersebut mendatangkan Artis
atau Kesenian Asing harus memohon ijin terle
bih dshulu kepada Dinas Pariwisata dan Ins -
tansi terkait,

Pasal 700.0....
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

- N -

Pasal 7

Persetujuan Prinsip mendirikan Usaha Rekrea~
si dan Hiburan Umum harus digunaken dalam ma
sa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal di
tetapkan dan batal karena hukum bilamana pem
bangunan belum dimulai dalam jangka waktu -
tersebut,

Persetujuan atau penoiakan permohonan Perse-
tujuan Prinsip diselesaikan dalam 2 (dua) bu
lan setelah permohonan diterima,

Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui atau -
menolak permohonan Persetujuan Prinsipe

Persetujuan Prinsip dikeluarkan oleh Bupati-
Kepala Daerahe

Pasal 8

Ijin Usaha berlaku untuk waktu yang tidek -
terbatas selama usaha masih berjalanj

Persetujuan atau penolakan permohonan Ijin U
saha diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah permohonan diterima,

Ijin Usaha tersebut ayat (1) Pasal ini, seti
ap 5 (lima) tahun sekali wajid daftar Wlange

(4) Bupati eeseeesee
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(4) Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui atau me
nolak permohonan Ijin Usahae

(5) Ijin Usaha dikeluarkan oleh Bupati Kepala Dae
rah melglui Dinas Pariwisata,

Pasal 9

Ijin Usaha yang dimiliki oleh setiap jenis Ussha
Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila :

ae Dalam Waktu 3 (tiga) bulan tidek mela kukan ke
giatan-kegiatan atau sesuai dengan jenis ussha
Rekreasi dan Hiburan Umum yang diusshakan ;

be Tidak memenuhi ketentuan, persyaratan dan kewa
jiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan -
Daerah ini ;

Ce llenyelenggareskan perluasan tanpa ijin,

BAB IV
TATA CARA DAN SYA.&LA.T&-SYA{KAT
PELQIOHONAN PEASETUJUAN PaINSIP DAN IJIN USAHA

Pasal 10

Pemohon Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha menga-
Jukan Surat Permohonan kepada Bupati Kepala Dae -
rah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi for -

nulir seocvocvese
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mulir yang telah disediakan dengan melampirkan :

“as Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
b, Keterangan Warga Negara Indonesia ;
Cce Gambar situasi dan Tempat Usaha ;

d, Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dan Tidak
Terlibat G30 S PKI atau Or ganisasi Terlarang,

Pasal 11

(1) syarat-syarat Permohonan Persetujuan Prinsip :

ae llelampirkan Proposal dan bilamana perlu de—
ngan studi kelgyakan ;

be llelampirkan Akte Pendirian Perusahaan dan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(2) syarat-syarat Permohonan Ijin Usaha :
ae lMelampirkan Persetujuan Prinsip ;
D% Melampirkan Ijin Tempat Usahaj

BAB v
RETRKRIBUS I

Pasal 12

(1) Untuk memperoleh Ijin Usaha setiap jenis Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum dikenakan :

ae Retribusi Persetujuan Prinsip ;

H
be Retribusi Ijin Usaha ;

Ce Retribusi ¢ee.



(2)

(3)

(1)

(2)

- B - ‘;A

ce Retribusi Daftar Ulange

Besarmnya Retribusi sebagaimans tersebut ayat -
(1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

ae Retribusi Persetujuan Prinsip sebesar
Rpe 25,000,00 (dua puluh lima ribu rupish) ;

be Retribusi Ijin Usaha dan Retribusi Daftar U-
lang masing-masing jenis Usaha Rekreasi dan >
Hiburan Umum adalah sebagaimana tersebut d'a.-i
lam Lampiran yang merupakan bagian tak terpi

sahkan dari Peraturan Daerah ini,

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringan-—.
an, pengurangen dan restitusi petribusi ayat -
(2) Pasal ini, berdasarkan permohonan yang dia-
jukan Pemohon dan pertimbangan yang dapat diper
tanggung jawabkan,

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengendalian terhadap Usaha Rekre
asi dan Hiburan Umum ditugaskan kepada Dinas Pa
riwisata dan Instansi lain yang terkait secara
koordinasi,

Apabila dianggap perlu Kepala Dinas Pariwisata
atas nama Bupati Kepala Daerah dapat meminta -

laporan ecoeveces
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laporan tertulis kepada Pemimpin Usaha Rekre
asi dan Hiburan Umum,

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap-ketentuan-ketentuan Pasal 5;
6 ayat (1), (2), (3), (5) dan Pasal 8 ayat (3) -
Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman
kurungan selama~lamanysa 3(tiga) bulan atau denda

sebanyak-banyaknya Rpe 506000,00 (lima puluh ribu
rupiah) «

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 14 Pera -
turan Daerah ini; Bupati Kepala Daersh dapat men
cabut Ijin Usaha apabila pelanggaran dilakukan -
3 (tiga) kali berturut-turut,

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daersh ihi di -
tugaskan kepada Inspektorat Wilayah, Dinas Pari-

wisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan -
Dinas terkait,

Pasal 17 e00o0000
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Pasal 17

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas me -
nyidik tindak pidanaf penyidikan atas pelanggar
an tindak pidana sebagaimana dimeksud dalam Pe-
raturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pe
jabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di -
lingkungan Pemerinteh Daerah Kabupaten Daersh -
Tingkat II Kebumen yang pengangkatannya ditetap
kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan—
yang berlaku,

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam waktu 6(enam) bulan -
terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan -
Daerah ini; semua Usaha Rekreasi dan Hiburan -
Unum yang ada di Wilaysh Kabupaten Daersh Ting-
kat II Kebumen, harus sudsh menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

Daerahesssseae
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Daerah ini =kan diatur oleh Bupati Kepala Dae-
rah sepanjang mengenai pelaksanaannyae

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang -
gal diundangkane

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daersh ini dengan penem
patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Kebumen,

&

Kebumen, 7 Oktober 1993

DEWAN PIZuWAKILAN oAKYAT DAB#AH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAExAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II XKEBUMEN
KETUA

t.t.d t.t.d

‘ ZAISAL SIPIET AIIN SOEDIBYO



Disaghkan oleh Gubernur Kepela Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 22-
Pebruari 1994 Nomor : 18843/59/19%.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1994 -
Seri B pada tanggal 30 lMei 1994,

SEKRETARIS WILAYAH/DAEKAH

@g\, .

—

Drse SOEPARDJO ANGGASASMITA /(
PEMBINA
NIP. 010 046 438.
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II.

PENJELASAN

PEXATU&AN DAE«AH KABUPATEN DAEwAH TINGKAT IT
KEBUMEN

NOMOs 18 TAHUN 1993

TENTANG
AETLIBUSI USAHA REKAEASI DAN HIBU&AN UMUM

PENJELASAN UNMUM :

’

Bahwa melihat perkembangan situasi, maka di -
perlukan azdanya Peraturan Daerah yang mengatur ten-
tang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum,
Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat
II Xebumen yang mengacu Peraturan Daerah Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tshun 1984 tang
gal 3 Mei 1984,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 ¢ Cukup jelase

Pimpinan/Direktur dari Per-
seroan Terbatas hasil modal
patungan antara Warga Nega~-
ra Indonesia dengan Warga -
Negara Asing harus dijabat-
oleh Warga Negara Indonesiae

Pasal 3 gyat (2)

Pasal 4 dssoces o0
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(1)5(2)
ayat (3)

ayat (4)5(5)
s/d 20

Cukup Jjelase

Yang dimaksudkan laporan seca~
ra periodik ialah setiap tahun
sekali,

Cukup jelase

: Cukup jelase

Pendaftaran ulang ini dimaksud
kan dalam rangka pembinaan, pe
ngaturan, pengawasan dan pe -
ngendalian serta mengikuti per
kembangan Ussha Rekreasi dan -
Hiburan Unum, '

Cukup jelase

Cukup jelase




LAMPIRAN : PEATUKAN DAEaAH KABUPATEN DAE«AH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 18 TAHUN
¢ 1993 TENTANG «ET4IBUSI USAHA uE-
KREAST DAN HIBUAN UMUM.
TARIP RET<IBUSI USAHA REK.EASI DAN HIBURAN UMUM
Noe. Jenis Usaha IJIN USAHA DAFTAs ULANG Keterangan
‘ A . B. C. A B . C z .l
Taman Hekreasi Lp 1004000400 Rp 504000400 sp mm.ooo._uoo 5p 754000400 Rp 504000400 4p 254000400 .
‘. Gelanggang Renang tp 100.000500 p 504000400 &p 254000500 sip 754000500 Rp 504000,00 Lp 25400000 Penentuan
3. Kolam Memancing Rp 75.000400 Bp 504000400 Rp mm,.ooom_oo “p mo.ooo“*oo =P HsU00sRe g5 2000400 wwwwmu Oleh
4, Gelanggang Permainan  Rp 1254000,00 &p 756000,00 &p 504000,00 #p 1005000,00 &p 754000500 Kp 505000500 Bupati Kahe
dan ketangkasan . . . | ‘ ‘ . ‘ B ,
5, xumah Billiard Rp 100,000400 &p 504000500 &p 25,000400 &p 75.000400 &p 50000400 &p 35,000500  1s Jumlsh
6o Bio0skoop Kp 1504000500 &p 1255000400 xp 1004000500 kp 1254000500 ip 1004000500 %p  75,000500 tenaga
7. Sarana & Fasilitas OR  &p 100,000300 &p 75,000500 sp 504000500 Kp 755000400 &p 504000500 &p 25,000%500 kerja
8+ Balai Pertemuan Umum , Rp 75,000500 &p 504000500 &p 25,000400 &p 505000500 &p 25000300 ipy 15,000500 2, Luas
9% BarbersShop . Rp 50,000;00 &p 25,000500 &p 10,000500 sp 304000500 AP 154000400 Lp 745003500 Tempat
10+ Tempat Kesegaran Rp 100,000,00 “4p 75,000,00 &p 504000,00 &p 75,000,00 Kp 50.000,00 £p 255000500 Usaha
Jasmani . . . . ‘ ; , 2 B . ‘
11, Salon iias Hp 100000400 sp 75,000400 &p 504000500 Hp 75,000400 &p 504000500 Kp 25,000500 D
12§Padang Golf Hp 2004000400 sp 1504000400 &p 1004000400 sp 1004000400 &p 754000400 Kp 504000400
13 Karaoke/Diskotik Rp 150,000,00 &p 125,000,00 «p 1004000',00 ip 125,000,00 4p 100,000,00 &p 754000,00
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